WALIKOTA TOMOHON
PROVINSSULAWESIUTARA

PERATURAN WALIKOTA TOMOHON
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DANA ALOKASI UMOM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN
KELURAHAN SETIAP KELURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TOMOHON

Menimbang . bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan
Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8/PMK.07 /2020
tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan
Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang Penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan
Pendanaan Kelurahan Setiap Kelurahan Tahun Anggaran 2020.

Mengingat . 1.  Undang-Undang Nomor ". 0  Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten = Miitahasa  Selatan dan Kota
Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang
Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran  Negara Republik Indonesia @~ Nomor 5234),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan  Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

4. Peraturan  Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republikjl,



Menetapkan

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah cliubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157),

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018
tentang Kegiatan = Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMKO07 /2020 tentang
Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun
Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 46);

8  Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 4 Tahun 2019
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Tomohon Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota
Tomohon Tahun 2019 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

. PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN DANA

ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN
KELURAHAN SETIAP KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I
KETENTUANJMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Kota Tomohon.

2. Walikota adalah Walikota Tomohon.

3.

4.

Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai
perangkat Kecamatan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBDadalah rencana keuangan tahunan Daerah yang
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dana Alokasi Umum Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi
Kelurahan yang selanjutnya disebut DAU Tambahan Bantuan
Pendanaan Kelurahan adalah  dukungan  pendanaan bagi
kelurahan  di Kota Tomohon yang bersumber dari APBD Kota
Tomohon untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana
Kelurahan dan  kegiatan pemberdayaan masyarakat di
Kelurahan. (



Pasal 2

Maksud dan Tujuan dari Peraturan Walikota ini adalah untuk
rnenetapkan

a. Jurnlah DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan yang
dianggarkan dalam APBD;

b. Rincian Pernbagian DAU Tambahan  Bantu.an Pendanaan
Kelurahan setiap kelurahan; dan

c¢. Mekanisrne pengalokasian DAUTambahan Bantuan Pendanaan
Kelurahan setiap kelurahan.

BAB II
JUMLAH, RINCIANDANMEKANISMEDAUTAMBAHANBANTUAN
PENDANAANELURAHAN

Bagian Kesatu
Jumlah

Pasal 3

Jurnlah DAU sebagairnana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a yang
dianggarkan dalam APBD Kota Tornohon Tahun Anggaran 2020

adalah sebesar Rp. 15.400.000.000.00 (Lima Belas Milyar Ernpat
Ratus Juta Rupiah.

Bagian Kedua
Rincian
Pasal 4

(1) Rincian Pernbagian DAUTambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan
sebagairnana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b untuk setiap
kelurahan sebesar Rp. 350.000.000.00 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta
Rupiah).

(2) Rincian Pernbagian DAU Tambahan untuk setiap kelurahan
sebagairnana dimaksud ayat (1) tercanturn dalarn Larnpiran dan
rnerupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Bagian Ketiga
Mekanisrne
Pasal 5

{1) Mekanisrne pengalokasian DAU Tambahan Bantu.an Pendanaan
Kelurahan setiap kelurahan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 2
huruf c dibagikan kepada seluruh kelurahan secara rnerata.

{2) alokasi anggaran DAU Tarnbahan Bantuan Pendanaan Kelurahan
dalam APBD dirnasukkan ke dalarn Dokumen Pelaksanaan

Anggaran Kelurahan untuk dirnanfaatkan sesuai dengan peraturan
perundang undangan I,

BABIII



KETENTUANPENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan  Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Tomohon. ~

Paraf Koordinasi Ditetapkan di Tomohon
akil Walikota (It pada tanggal 12 Maret 2020

WALIKOTA TOMOHON

sisten Adm. Umum

nspektur Kota

JIMMY EMAN

epala Bagian Hukum

epala BPKP Daerah

Diundangkan di Tomohon
pada tanggal 12 Maret 2020

KOTA TOMOHON

HAROLDVICTORLOLOWANG

BERITADAERAHKOTATOMOHON TAHUN2020 NOMOR 38



LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA TOMOHON

NOMOR 8 TAHON 2020

TENTANG PENETAPAN DANA ALOKAS UMUM

TAMBAHAN BANTUAN

KELURAHAN SETIAP KELURAHAN

TOMOHON

PENDANAAN
DI KOTA

KECAMATAN

NAMA KELURAHAN

JUMLAH DAU
TAMBAHAN

2

3

roMOHON SELATAN

KELURAHAN WALIAN

Rp. 350.000.000.00

KELURAHAN WALIAN SATU

Rp. 350.000.000.00

KELURAHAN WALIAN DUA

Rp. 350.000.000.00

KELURAHAN ULUINDANO

Rp. 350.000.000.00

KELURAHAN LANSOT

Rp. 350.000.000.00

KELURAHANTUMATANGTANG

Rp. 350.000.000.00

KELURAHAN TUMATANGTANG SATU

Rp. 350.000.000.00

KELURAHAN KAMPUNG JAWA

Rp. 350.000.000.00

KELURAHAN LAHENDONG

Rp. 350.000.000.00

KELURAHAN PINARAS

Rp. 350.000.000.00

TOMOHON TENGAH

KELURAHAN PANGOLOMBIAN Rp. 350.000.000.00
KELURAHAN TONDANGOW Rp. 350.000.000.00
KELURAHAN MATAN! SATU Rp. 350.000.000.00

KELURAHAN MATAN! DUA

Rp. 350.000.000.00

KELURAHAN MATAN! TIGA

Rp. 350.000.000.00

KELURAHAN KOLONGAN SATU

Rp. 350.000.000.00

KELURAHAN KOLONGAN

Rp. 350.000.000.00

KELURAHAN KAMAS!

Rp. 350.000.000.00

KELURAHAN KAMAS! SATU

Rp. 350.000.000.00

KELURAHAN TALETE SATU

Rp. 350.000.000.00

KELURAHAN TALETE DUA

Rp. 350.000.000.00

~OMOHON TIMUR

KELURAHAN PASLATEN SATU

Rp. 350.000.000.00

KELURAHAN PASLATEN DUA

Rp. 350.000.000.00

KELURAHAN RURUKAN

Rp. 350.000.000.00

KELURAHANRURUKANSATU

Rp. 350.000.000.00

KELURAHAN KUMELEMBUAI

Rp. 350.000.000.00

OMOHON UTARA

KELURAHAN KAKASKASEN SATU

Rp. 350.000.000.00

KELURAHAN KAKASKASEN DUA

Rp. 350.000.000.00

KELURAHAN KAKASKASEN TIGA

Rp. 350.000.000.00

KELURAHAN KAKASKASEN

Rp. 350.000.000.00

KELURAHAN TINOOR SATU

Rp. 350.000.000.00

KELURAHAN TINOOR DUA

Rp. 350.000.000.00

KELURAHAN KINILOW

IRp. 350.000.000.00

KELURAHAN KINILOW SATU

Rp. 350.000.000.00

KELURAHAN WAILAN

Rp. 350.000.000.00

KELURAHAN KAYAWU

Rp. 350.000.000.00




KELURAHAN WOLOAN SATU Rp. 350.000.000.00
LURAHAN WOLOAN SATU UTARA 350.000.000.00
LURAHAN WOLOAN DUA 350.000.000.00

KELURAHAN WOLOAN TIGA 350.000.000.00
LURAHAN TARATARA 350.000.000.00
LURAHAN TARATARASATU 350.000.000.00
LURAHAN TARATARADUA 350.000.000.00
LURAHAN TARATARATIGA Rp. 350.000.000.00

OMOHON BARAT

T T T T TD

WALIKOTA TOMOHON

Paraf Koordinasi EMAN

a.kil Walikota

sisten Adm. Umum

spektur Kota

epala Bagian Hukum

epala BPKP Daerah




